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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN  
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba‟ B Be ب
 Ta‟ T Te ت
 (Sa‟ S Es (dengan titik diatas خ
 Jim J Je ج
 (Ha H  Ha (dengan titik diatas ح
 Kha KH Ka dan ha خ





 (Za Z Zet (dengan titik diatas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 
 Sin S Es ش
 Syin Sy Es dan ye ظ
 (Sad S Es (dengan titik dibawah ص
 (Dad D De (dengan titik dibawah ض
 (Ta T Te (dengan titik di bawah ط
 (Za Z Zet (dengan titik dibawah ظ
‵  ain„ ع  Koma terbalik di atas 
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك





‵ Mim M و em 
ٌ Nun N ‵ en 
ٔ Waw W We 
ِ Ha‟ H Ha 
 Hamzah „ Apostrof ء
ٖ Ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
‵Ditulis Muta يحعقدٍٚ aqqidin 
‵ Ditulis عدت iddah 
 
3. Ta‟ marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
 Ditulis Hibbah ْبث
 Ditulis Jizyah جس ٚة
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila 





Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
‵  Ditulis  ar mah al auli كر ية اَّل ٔ نٙء  
b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah, dan dammah 
ditulis i. 
 Ditulis   kat ul-fitri ز كة انفطر
 
4. Vokal Pendek 
 ِ  Kasrah Ditulis I 
 َِ  Fathah Ditulis A 
 ُِ  Dammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
1 Fathah+alif 
 جا ْهٛث
Ditulis   - j hiliyyah 
2 Fathah+ya‟mati 
 ٚٛطعٗ
Ditulis   - yas῾  






4 Dammah+wawu mati 
 فر ٔ ض
Ditulis   - fur d 
 
6. Vokal Rangkap 
1 Fathah+ya‟mati 
 بُٛكى 
Ditulis Ai – Bainakum 
2 Fathah+wawu mati 
 قٕ ل
Ditulis Au – Qaulum 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
‵Ditulis A أأَحى antum 
‵ Ditulis U أعدت iddat 
جى نٍُ شكر  Ditulis La ‵ in syakartum 
 
8. Kata sandang alif+lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah dengan menggunakan huruf “al”. 





 Ditulis Al- i  s انقٛا ش
a) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 
“al”nya. 
  Ditulis as-  am انطًاء
 Ditulis asy- Syams انشًص
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 Ditulis Zamil al-furud atau ذٔ ٘ انفر ؤ ض
Zawil furud 
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Zahrum.N, 2021.“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002”.Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara 
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Palopo.Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Muh.Darwis. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur tindakan penyadapan  oleh 
KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan penyadapan oleh 
KPK dalam perspektif Hak Asasi Manusia serta tinjaun hukum Islam terhadap 
penyadapan KPK. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
(library research). Adapunhasil penelitiannya, 1).Secara prosedur tindakan 
penyadapan oleh KPK yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 12A ayat (1), menjelaskan 
bahwa prosedur penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus meminta izin 
terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas. Namun berdasarkan putusan MK 
Nomor 70/PUU-XVII/2019, menyatakan bahwa penyadapan KPK tidak perlu lagi 
meminta izin kepada dewan pengawas cukup memberitahukan saja bahwa KPK 
akan melakukan penyadapan. 2). Menurut Undang-Undang Nomor39 Tahun 
1999menyatakan bahwa, seseorang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran 
penyadapan karena dapat melanggar hak privasinya.  Namun dalam hal ini 
penyadapan bukan berarti dilarang dilakukan, namun berdasarkan putusan MK 
Nomor 5/PUU-VII/2010bahwa penyadapan memang merupakan sebuah bentuk 
pelanggaran terhadap hak privacy. Namun perlu dipahami hak privasi merupakan 
bagian dari pada hak yang dapat dibatasi,pembatasan atas hak privasi tersebut 
dilakukan dengan undang-undang. 3). Penyadapan yang dilakukan oleh KPK 
dalam pandangan hukum Islam hukumnya adalah haram, sebagaimana yang 
termaktub dalam Al-Qur‟an surah Al-Hujurat ayat 12, menjelaskan bahwa 
seseorang yang beriman kepada Allah sangat dilarang berburuk sangka terhadap 
seseorang karena berburuk sangka itu merupakan perbuatan dosa besar. Namun 
hukum penyadapan  menurut Ibnu Majasyun wajib dilakukan terhadap seseorang 
yang telah terindikasi telah melakukan suatu pencurian. Hal ini menandakan 
bahwa penyadapan dalam hukumIslam dapat dikecualikan dengan dasar bahwa 
penyadapan tersebut bertujuan untuk Amar Makruf Nahi Munkar. 
 







A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum sebagaimanayang termaktub di dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1
 Sebagai 
negara hukum maka setiap tindakan warga negara diatur dalam  hukum, setiap 
sendi-sendi kehidupan memiliki aturan, ketentuan serta peraturannya masing-
masing. Hukum mengatur tentang apa yang seharunya dilakukan, apa yang 
boleh dilakukan serta apa yang tidak seharunya untukdilakukan. Salah satu 
bidang dalam hukum yaitu hukum pidana mengatur tentang perbuatan-
perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan 




Salah satu  kasus tindak pidana yang saat  ini menjadi sorotan di 
Indoensia yaitu kasus tindak pidana korupsi,hal inidisebabkan karena pelaku 
dari kejahatan tersebut merupakan para pejabat-pejabat negara yang 
menduduki posisi penting dalamtatanan sistem Pemerintahan.
3
 Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI)memuat pengertian korupsi sebagai suatu 
penyelewengan atau 
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Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. 
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Azharul Nugraha Putra Paturusi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang 
dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas 
Hasanuddin Makassar, 2017),1. 
3
Ricci Tatengkeng Sindar, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Melakukan 





penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan 
pribadi, orang lain maupun korporasi.
4
 
Secara yuridis, pengertian korupsi juga diatur didalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, korupsi adalah suatu perbuatan 
melawan hukum yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung 
dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materiil perbuatan itu di 




Pemerintah Indonesia dalam hal memberantas kasus tindak pidana 
korupsi telah melakukan berbagai usaha untuk menyelamatkan keuangan dan 
perekonomian negara. Berbagai Peraturan Perundang-undangan, lembaga, 
hingga tim khusus telah dibentuk oleh Pemerintah dalam memerangi tindak 
pidana korupsi hingga keakar-akarnya demi menyelamatkan keuangan dan 
perekonomian Negara. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi, Indonesia sendiri telah membentuk sebuah lembaga 
yang secara  khusus menangani tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
6
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Ari Bakti Windi Aji, Tinjauan Fiqhi Jinayyah Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan 
Korupsi Terhadap Penyadapan, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 
Fatah Palembang, 2015), 2. 
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6





Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, merupakan sebuah tindakan 
Pemerintahuntuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di 
Indonesia.KPK diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk 
memberantas kasus korupsi dengan menggunakan berbagai cara untuk dapat 
mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Salah satu 
kewenangan KPK adalah untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi
7
 menyatakan bahwa: 
“Pen adapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 a at (1), 




Terkait kewenangan penyadapan dalam undang-undang diatas banyak 
menuai pro dan kontra terkait pemberian izin penyadapan oleh KPK yang 
beranggapan bahwa revisi undang-undang tersebut akan memperlambat kinerja 
KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Sebelum adanya pemberlakuan terhadap terhadap Undang-Undang 
Nomor 19Tahun 2019 diatas penyadapan KPK sebelumnya diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: 
“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan 
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Lihat Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun2019 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
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Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan perekaman 
pembicaraan diatur berdasarkan Legally by Regulated Power(aturan hukum 
kekuasaan yang sah) yang oleh karenanya sebagai aturan khusus yang tidak 
terikatpada aturan undang-undang yang bersifat umum, mengingat bahwa 
perbuatan dan bentuk tindak pidananya dikategorikan sebagai pemaknaan asas 
“clear and present danger”, yaitu suatu keadaan yang didasarkan pada 
perbuatan yang dianggap sebagai “bahaya yang nyata dan berbahaya”. Oleh 
karena itu, aturan yang diberlakukan terhadap kerja penyadapan KPK bersifat 
khusus dan spesifik, berdasarkan asas Lex Specialisatau aturan yang tidak 
terikat pada aturan umum.Dengan demikian prosedur penyadapan terhadap 
tindak pidana korupsi tidak terikat pada Court Order(Perintah Pengadilan).
10
 
Sebagaimana dikatakan Reda Mantovani bahwa, masih ada pula 
beberapa negara besar yang memperbolehkan aparat penegak hukum atau 
aparat penyidik untuk melakukan penyadapan tanpa ada perintah Pengadilan 
(witbout court order) terhadap komunikasi dari penyalahgunaan sistem 
komputer  yang terlindungi seperti,  Australia, Belanda, Prancis, serta Amerika 
Serikat. 
Tindakan penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan merupakan “an 
instrusion on somebod ‟s privac ” (sebuah petunjuk tentang privasi 
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Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,yang menyebutkan; 
“Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 
maksud semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umumdalam suatu masyarakat demokratis. Sejatinya, 
pengaturan legalitas tindakan penyitaan, pengeledahan dan 
penyadapan beserta tata caranya dalam undang-undang sebenarnya 




Perlu ditekankan bahwa, penyadapan yang dilakukan oleh KPK 
tidaklah di katakan dapat melanggar hak privasi seseorang (a person‟sright to 
privacy).Hal tersebut disebabkan karena KPK didalam melaksanakan 
penyadapan terhadap seseorang, dilakukan setelah adanya laporan dari 
masyarakat yang diperkuat dengan adanya bukti-bukti sebelum dilakukannya 
penyadapan terhadap seseorang yang diduga kuat terindikasi telah melakukan 
suatu tindak pidana korupsi.Kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi 
Selatan yaitu Nurdin Abdullah merupakan salah satu bentuk penyadapan yang 
dilakukan oleh KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. 
KPK dalam melakukan penyadapan kepada Gubernur Sulawesi 
Selatan,sebelumnyaKPK mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada 
dugaan terjadipenerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang 
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diberikan oleh Agung Sucipto kepada Nurdin Abdullah melalui saudara Edy 
Rahmat terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai. Nurdin 
Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b 
atau Pasal11 dan Pasal12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 
55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan sebagai pemberi, Agung Sucipto 
disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf aatau Pasal 5 ayat 1 huruf b, atau 
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 




Penyadapan pada dasarnya dilarang oleh undang-undang karena 
melanggar hakprivasi seseorang. Dengan adanya penyadapan kehidupan 
seseorang tidak akan bebas, selalu dalam keadaan takut dan kemerdekaan 
pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak privasi masing-
masing yang diatur di dalam Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia.
14
 
Di dalam hukum Islam kegiatan penyadapan (tajassus) hukumnya 
adalah haram. Menurut Imam Syaikh Taqiyuddin an-Nabbhani penyadapan 
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dapat menjadi haram, jaiz (boleh), dan wajib, apabila di tinjau terlebih dahulu 
siapa yang akan dimata-matai. Di dalam Al-Qur‟an juga dijelaskan bahwa 
Allah melarang secara tegas apabila kegiatan tajassusdilakukan terhadap 
seorang Muslim.Sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S Al-Hujurat ayat 12, 
Allah swt berfirman: 
ٰٓآٌََُّا ََل ٌَْغتَْة  ٌ  َٔ ا  ْٕ ُس ََل تََجسَّ َّٔ ٍِّ اِْثٌى  ٌَّ تَْعَض انظَّ  اِ
ٍِِّّۖ ٍَ انظَّ ًٍْشا يِّ ا َكثِ ْٕ َيُُٕا اْجتَُِثُ ٍَ ا  ٌْ انَِّز
َ  تَّْعُضُكْى تَْعًضا   ٌَّ ّللّا  َ اِ
اتَّقُٕا ّللّا  َٔ   ُِ ْٕ ًُ ْتُ ٍْتًا فََكِش ِّ َي ٍْ ٌْ ٌَّأُْكَم نَْحَى اَِخ اٌَُِحةُّ اََحُذُكْى اَ
ٌٍْى  ِح اٌب سَّ َّٕ  ٢١ -تَ
Terjemahnya:  
“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu 
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu 
yangmenggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang 
sukamemakan daging saudaranya yang sudah mati?Tentu kamu merasa 
jijik.Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Penerima tobat, Maha Penyayang”.
15
 
Dasar hukum tajassusselain dari Al-Qur‟an juga terdapat dalam hadis, 
yaitu: 
َسهََّى قَاَل: إٌَِّاُكْى  َٔ  ِّ ًِّ َصهَّى ّللا َعهٍَ ٍِ انَُّثِ ُُّْ َع ًَ ّللاُ َع ٌَْشجَ  َسِض ٍْ أَتًِ َُْش َع
َلَ تََحاَسُذٔا،  َٔ َلَ تََجسَُّسٕا،  َٔ َلَ تََحسَُّسٕا،  َٔ ٍَّ أَْكَزُب انَحِذٌِث،  ٌَّ انظَّ ، فَإِ ٍَّ انظَّ َٔ
اًَا َٕ ُكَُٕٕا ِعثَاَد ّللاَّ إِْخ َٔ َلَ تَثَاَغُضٕا،  َٔ َلَ تََذاتَُشٔا،  َٔ  
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam , beliau 
bersabda, “Jauhilah persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu 
berita yang paling dusta. Dan janganlah kamu melakukan tahassus, 
tajassus, saling hasad, saling membelakangi, dan saling benci. Jadilah 
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Dalam penjelasan ayat diatas bahwa kegiatan penyadapan sangat 
dilarang dalam agama Islam.Namun berdasarkan Forum Nahdatul Ulama yang 
digelas di Auditorium Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al-Ahgaff, 
dalam forum itu mengkaji terkait isu-isu seputartindakan penyadapan oleh 
KPK.Dimana hasil keputusan dalam forum tersebut menyatakan bahwa 
penyadapan yang dilakukan oleh KPK dapat diperbolehkan dengan tujuan 
untuk memperkuat alat-alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi.
17
 
Upaya-upaya KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan 
penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi 
melalui penyadapan dari aspek pendekatan Undang-UndangNomor 39 Tahun 
1999 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipandang sebagai perbuatan 
melawan hukum, demikian pula bila dihubungkan dengan konsep ajaran Islam, 
perbuatan penyadapan atau mencari kesalahan orang lain adalah dilarang, 
namun jika korupsi yang telah menelantarkan bangsa ini dan merampas 
keuangan negara mutlak harus di amputasi, untuk itu disatu sisi berlawanan 
dengan nila-nilai agama disisi lain untuk menyelamatkan negara.
18
 
Itulah sebabnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
skripisi ini dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindakan 
Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-
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Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002”. 
 
 
B. Rumusan Masalah 
 Dari uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana prosedur tindakan penyadapan oleh KPK dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019?. 
2. Bagaimana penyadapan oleh KPK dalam perspektif Hak Asasi Manusia?. 
3. Bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap tindakan penyadapan oleh KPK 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?. 
C. Tujuan Penelitian 
  Adapun yang menjadi tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut: 
1. Guna mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan prosedur tindakan 
penyadapan oleh KPK berdasaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019. 
2. Guna mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan penyadapan oleh 
KPK dalam perspektif Hak Asasi Manusia. 
3. Guna mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan tinjauan hukum 
Islam terhadap prosedurtindakan penyadapan oleh KPK berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. 





  Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, 
baik secara teori maupun secara praktis: 
1. Manfaat teori/akademik 
a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman 
kepada kepada mahasiswa terkhususnya dan bagi masyarakat secara 
umumnya, terkait masalah tindakan penyadapan oleh KPK untuk 
memberantas kasus Tindak Pidana Korupsi dalam hukum Islam. 
b. Bagi peneliti: penelitian ini menjadi salah satu kewajiban sebagai 
Mahasiswa dalam Tri Darma Perguruan Tinggi dan juga memperoleh 
gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara di 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan terkhusus mampu 
menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai tindakan 
penyadapan oleh KPK dalam hukum Islam. 
2. Manfaat Praktis 
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjawab atas 
permasalahan yang diteliti dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi 
rujukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir 
dansumber pengetahuan yang mendalam terkait masalah prosedur  
penyadapanoleh KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 
E. Kajian Penelitian yang Relevan 
  Penelitian terdahulu menyajikan suatu hasil penelitian yang relevan 
dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Relevan yang maksud 





yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini 
menjadi salah satu bukti keaslian penelitian. Adapun beberapa kajian terdahulu 
yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Ongky Dwi Widya Anggara (2018), 
dengan judul: “Analisis  ewenangan Pen adapan  omisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam 
Peraturan Perundang-undangan”. Penelitian ini memfokuskan permasalahan 
mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK dengan menggunakan 
undang-undang KPK dan undang-undang ITE tentang bagaimana konsepsi 
yang ideal bergantung pada penyadapan.Dengan hasil penelitian terdiri atas 
rumusan penyadapan yang paling ideal adalah muatan penyatuan, selain 
ituundang-undang tersebut juga dalam rangka menjalankan amanat putusan 
MK 006/PUU-I/2003PUU-I/2003 dan Nomor 012-016-019/puu-iv/2006. 
Terkait materi dalam penyadapan dimaksudkan untuk menyadap, tujuan, 
prosedur perizinan, mekanisme dan prosedur penyadapan, dan pengawasan.
19
 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Arini Indika Arifin (2015), dengan judul 
“Tindak Pidana  orupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”. Dalam 
penelitian ini terfokus terhadap rekulasi tindak pidana korupsi dalam hukum 
pidana Islam. Dengan hasil penelitian bahwa korupsi merupakan suatu 
pelanggaran terhadap syariat Islam dan bertentangan dengan Al-Maqashidussy 
s aria‟ah. Regulasi hukum pidana Islam menempatkan korupsi sebagai 
kategorijarimah takzir, takzir merupakan sanksi hukum yang melakukan 
                                                             
19
Ongky Dwi Widya Anggara, Analisis Kewenangan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-





pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan 
pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam 
Al-Qur‟an dan Hadis oleh karenya tidak di tentukan secara tegas maka hal ini 
menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.
20
 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rofi Fauzi (2018), dengan 
judul penelitian “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak pidana 
Pen adapan Informasi Elektronik”. Dengan hasil penelitian bahwa tindak 
pidana penyadapan informasi elektronik menurut UU ITE adalah kegiatan 
untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi 
elektronik dan/ataudokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik 
menggunakan jaringan komunikasi maupun jaringan nirkabel. Dalam 
penelitian ini terkait penyadapan dalam hukum Islam menetapkan bahwa  
adanya sebuah larangan bagi suatu perbuatan mendegarkan pembicaraan orang 
lain (tajassus). Jadi dalam penelitian ini penyadapan merupakan 




4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Tayib, dkk (2020), dengan judul 
penelitian “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan 
Tindakan Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Dalam penelitian 
inimemfokuskan kepada kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK 
                                                             
20
Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Lex 
et Societatis, vol. III/ No.1/Jan-Mar/2015.  
21
Muhammad Rofiq Fauzi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman TindakPidana Penyadapan 






dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Penyadapan yang dilakukan 
oleh KPK yang terdapat dalam undang-undang tersebut dapat dilakukan 
apabilatelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana 
yang termaktub dalam Pasal 12A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 




F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 
a. Jenis Penelitian  
 Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library 
research).Library research atau yang sering disebut studi kepustakaan 
merupakan  serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengilah bahan 
penelitian.  Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian 
kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya.   
 Pertama, bahwa sumber bahan hukum tidak seharunya didapat dari 
lapangan secara terus-menerus. Ada saatnyasumber bahan hanya bisa 
didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalambentuk 
tulisan, baik buku,  jurnal, penelitian orang lain, maupun literatur lainnya.  
 Kedua, studi kepustakaan digunakan sebagai suatu cara untuk 
memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, 
kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala 
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tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis 
dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan 
yang muncul. 
 Ketiga, data kepustakaan tetap handal untuk menjawab 
persoalandalam penelitian. Bagaimanapun,informasi atau data empirik 
yang telah dikumpulkan oleh oranglain, baik berupa buku-buku, laporan-
laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat 
digunakan oleh peneliti kepustakaan. Bahkan dalamkasus tertentu data 




b. Pendekatan Penelitian. 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi atas 2 
yaitu:  
a. Pendekatan  Perundang-undangan (Statute Approach) 
 Pendekatan Perundang-undangan biasanya digunakan untuk 
meneliti Peraturan Perundang-undangan yang dalam penormaannya 
masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek 
penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya 
dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan 
Perundang-undangan yang bersangkutan yang bersangkut paut 
denganpermasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, seperti 
mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 
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b. Pendekatan Komparatif 
 Pendekatan komparatif (comparative approach), digunakan untuk 
membandingkan terkait hal penyadapan KPK yang diatur di dalam 
Peraturan Perundang-undangan dengan hukum Islam untuk menjawab 
permasalahan yang terdapat di dalam judul penelitian ini. 
2. Sumber Bahan Hukum 
 Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang dimaksud 
merupakan sumber bahan hukum yang berhubungan dengan mekanisme 
penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam perkara tindak pidana 
korupsi. Dalam penelitian ini dilakukan melalui sumber 
studikepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur‟an dan Al-Hadis serta 
Peraturan Perundang-undangan yang meliputi antara lain: Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Permenkominfo 
No.11 Tahun 2006 tentang Tekhnis Penyadapan,  Putusan MK Nomor 
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5/PUU-VII/2010 dan Nomor 006/PUU-I/2003, Peraturan KPK Nomor 7 
Tahun 2015 mengenai Audit Penyadapan Informasi yang Sah (Lawful 
Interception),  serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan 
masih berlaku.  
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung 
dalam penelitin ini yang berupa kumpulan buku-buku tentang hukum, 
jurnal, website, hasil karya ilmiah serta hasil penelitian yang berkaitan 
dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Proses pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini 
dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu yang pertama, dimulai 
dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang ada. Apabila 
bahan hukum yang dikumpulkan telah terkumpul maka lanjut ketahap 
yang kedua yaituproses editing dan diinterpretasi untuk selanjutnya 
dianalisis. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan beberapa 
tahap sehingga data yang kurang dapat diketahui dan dilengkapi dengan 
pengambilan data tambahan untuk kemudian diseleksi dan disusun secara 
teratur dan sistematis untuk selanjutnya dituangkan kedalam bentuk 
tulisan untukkemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai 
ketentuan atau peraturan.Tahapan terakhir dengan menarik sebuah 






4. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 
dibagi atas 3 macam yaitu 
a. Teknik interpretasi atau penafsiran adalah sebuah penafsiran 
dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai 
guna disesuaikandengan pembahasan atas pokok permasalahan 
penelitian ini.  
b. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, 
setuju atau tidak setuju, benar atau salah, dan sah atau tidak sah, 
oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, dan 
pernyataan rumusan norma, baik yang terdapat di dalam bahan 
hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. 
c. Teknik sistematisasi adalah suatu teknik yang berupaya untuk 
mencari kaitan terhadap rumusan suatu konsep atau proposisi 
hukum antara Peraturan Perundang-undangan yang sederajat 
maupun yang tidak sederajat.  
Hasil dari ketiga teknik analisis tersebut diatas kemudian dilakukan 
analisis berdasarkan isinya (content analysis), yang merupakan analisis 
isi dengan upaya untuk memilah-milah dan memilih data dari berbagai 
bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang 





menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematik dan bersifat kualitatif 
mengenai substansi dalam penelitian itu sendiri.
25
 
G. Definisi Istilah 
 Agar tidak terjadi kesalahan dalam persepsi pada judul penelitian ini 
dan untuk memperjelas penelitian tentang: “Tinjaun HukumIslam Terhadap 
Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan KorupsiBerdasarkan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor19 Tahun 2019 ”. Maka perlu ditegaskan sebagai 
berikut: 
 Hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu 
hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi hukman. 
Lafadzal-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamakal-
ahkam.Berdasarkan akar katahakama tersebut kemudian muncul kata al-
hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan.
26
Sedangkan Islam secara etimologi 
berasal dari kata kerja “salima”, akarnya adalah sin-lam-mim, yang memiliki 
arti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepatuhan.  
  Dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah 
seperangkat norma yang mengaturtingkah laku manusia yang bersumber 
danmenjadi bagian dalam agama Islam.
27
 
 Penyadapan adalah suatu kegaiatan yang dilakukan untuk 
mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau 
mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
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yangtidak bersifat publikbaik dengan menggunakan jaringan kabel 




 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga negara 
yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna 
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PROSEDURTINDAKAN PENYADAPAN OLEH KPK BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 
A. Komisi Pemberantasan Korupsi 
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
 Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih sering disebut 
sebagai KPK merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan 
tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi.
30
 Jadi dapat dikatakan bahwa 
lahirnya lembaga KPK dibentuk, bukan untuk mengambil alih tugas 
kekuasan dalam  hal pemberantasan korupsi, melainkan dalam rangka 
untuk membantu lembaga-lembaga sebelumnya yakni Kepolisian dan 
Kejaksaan yang dinilai kurang mampu untuk menangani kasus tindak 
pidana korupsi yang terjadi.   
2. Sejarah KPK 
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada tahun 2002 
dan didirikan oleh Presiden ke-5 yaitu Megawati Soekarnoputri. Adapaun 
pembentukan KPK didasari karena Presiden RI pada waktu itu melihat 
institusi Kepolisian dan Kejaksaan dinilai tidak kooferatif  dankotoruntuk 
mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para 
koruptor.  
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 Gagasan awal berdirinya KPK sendiri sudah muncul sejak era 
Pemerintahan Presiden ke-3 yaitu BJ Habibie yang telah mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bebas dan Bersih dari KKN. BJ Habibie kemudian mulai membentuk 
berbagai badan/komisi baru seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat 
Negara (KPKPN), KPPU/ Lembaga Ombudsman. Adapun tujuan 
dibentuknya lembaga tersebut adalah untuk menangani masalah kasus 
korupsi yang kian marak terjadi di Indonesia pada saat itu. 
 Setelah masa Pemerintahan BJ Habibie berakhir maka tonggak 
pemberantasan Korupsi dilanjutkan oleh Presiden ke-4 yaitu Abdurrahman 
Wahid atau lebih sering sapaan akrabnya Gus Dur. Pada masa 
Pemerintahan Gus Dur mulai membentuk sebuah lembaga yang 
dinamakan sebagai lembaga TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.
31
Lembaga tersebut dibentuk sesuai keputusan 
Presiden yang dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo dan masa Jaksa 
Agung Marzuki Darusman. Namun, ditengah-tengah perjalanan semangat 
menggebu untuk memberantas kasus tindak pidana korupsipun kandas 
disebabkan karena adanya Judicial Review oleh Mahkamah Agung terkait 
lemabaga tersebut hingga akhirnya TGPTPK pun dibubarkan. 
 Sesudah Gus Dur lengser, digantikan oleh Megawati Soekarno 
Putri.Di era masa Pemerintahan Presiden Megawati inilah semangat untuk 
memberantas kasus korupsi kembali menggebu. Sehingga muncullah 
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Undang-Undang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang berhasil diwujudkan dimasa Pemerintahan Megawati dan 
KPK bisa berdiri hingga sekarang ini.
32
 
3. Dasar Hukum Pendirian KPK 
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi 
secaraprofesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK dibentuk bukan 
untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga 
yang telah ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan KPK 
sebagai triger Mechanism yang berarti sebuah lembaga yang mendorong 
atau sebagai stimulasi agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia  




Pengaturan mengenai dasar hukum dan kewenangan KPK sebagai 
lembaga negara dapat dilihat pada beberapa Peraturan Perundang-undang 
berikut ini: 
1. TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
2. UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
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3. UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 
4. UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari KKN 
5. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
6. UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU RI No. 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
7. PP RI No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
34
 
4. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi 
  Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yaitu sebagai berikut: 
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana Korupsi. 
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana Korupsi. 
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 
pidana korupsi. 
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan Pemerintahan negara. 
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Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang : 
1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak 
pidana korupsi; 
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak 
pidana korupsi; 
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana 
korupsi kepada instansi yang terkait; 
4. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang 
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 




B. Penyadapan oleh KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19Tahun 
2019. 
  1. Penyadapan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor19 Tahun  2019 
 Penyadapan merupakan salah satu teknik audit untuk mendapatkan 
informasi dalam upaya mengungkap kasus ataupun sebagai dasar 
menetapkan langkah audit/penyelidikan berikutnya. Rekaman hasil 
penyadapan tidak serta merta dapat menjadi alat bukti tersendiri dalam 
hukum pidana, namun informasi yang diperoleh dari hasil penyadapan yang 
berbentuk rekaman dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam KUHAP, 
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karena dari hasil penyadapan ini, hakim akan memperoleh kejelasan 
mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.
36
 
 Keputusan untuk melakukan penyadapan oleh KPK didasarkan 
kepada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan 
penyelidikan.Dimana penyelidikan itu sendiri dilakukan apabila adanya 
bukti permulanaan melalui kegiatan pengumpulan data dan keterangan 
dilakukan setelah ditemukan indikasi bahwa seseorang telah melakukan 
tindak pidana korupsi. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah 
telah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan dan 
bukti permulaan yang cukup. Meskipun KPK secara legalitas formal 
mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK 
dapat sewenang-wenang dalam penggunaanya.Harus terdapat prosedur yang 
dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan.
37
 
 Penyadapan dalam praktiknya tak bisa di pungkiri sangat berguna 
sebagaisalah satu cara mengungkap kasus tindak pidana yang dianggap 
serius dan bersifat luar biasa. Penyadapan menjadi alterntatif yang paling 
efektif dalam investigasi kriminal seiring dengan perkembangan modus 
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kejahatan, termasuk kejahatan yang sangat serius dan berkembangnya 
teknologi sebagai media pelaksanaan kejahatan.
38
 
 Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka undang-undang 
memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa: 
  Pasal 12A 
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), 
dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. 
(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 
(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24(satu kali dua 
puluh empat) jam terhitung sejakpermintaan diajukan. 
(4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan 
izin tertulis dariDewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung 
sejakizin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 
jangka waktu yang sama.
39
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  Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
diatas, penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya didasarkan pada Pasal 
12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang secara 
prinsip memberikan kewenangan dalam proses penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan untuk melakukan penyadapan serta perekaman pembicaraan. 
Prosedur tersebut kemudian diatur melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 
mengenai Audit penyadapan Informasi yang Sah (lawful 
interception).
40
Istilah penyadapan informasi secara sah (lawful interception) 
pertama dikenalsetelah peristiwa teror pada tanggal 9 November di Amerika 
Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan untuk mencegah 
peristiwayang sama terjadi kembali, maka salah satu langkah strategisnya 
adalah dengan memberikan kewenangan penuh menerapkan penyadapan 
yang sah secara hukum (law interception).
41
 
 Dimana penyadapan oleh KPK sebelum dilakukannya perubahan 
berpedoman kepada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa: 
“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan sebagaimana dimaksud dalampasal 6 huruf c, komisi 
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 Kewenangan KPK dalam melaksanakan penyadapan yang diberikan 
oleh Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi diatas, tidak menjelaskan secara rinci terkaitprosedur dan batasan-
batasan mengenai pelaksanaan penyadapan tersebut. Hal ini berbeda dengan 
penyadapan yang dilakukan dalam kasus tindak pidana terorisme  Pasal 31 
PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme sebagaimana telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme telah diatur secara rinci pelaksanaanya sebagai berikut:
43
 
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: 
a. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos 
atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan 
perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa. 
b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain 
yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan 
melakukan tindak pidana terorisme. 
(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. 
Hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk 
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 
                                                             
43
Sudiman Sidabukke, Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi 





(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 
dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.
44
 
 Dalam Konteks inilah kemudian yang menjadi permasalan publik 
dari berbagai ahli hukum hak asasi manusia yang mempertanyakan terkait 
akuntabilitas dengan dasar pelaksanaan penyadapan yang mengurangi 
hakprivasi(privacy righ) seseorang yang pelaksanaanya hanya diatur dalam 
level peraturan internal KPK.
45
 
Meskipun dalam Pasal di atas tidak menjelaskan secara rinci terkait 
prosedur penyadapan yang dilakukan KPK. Namun perlu di pahami bahwa 
KPK dalam melaksanakan penyadapan terhadap seseorang yang memiliki 
indikasi kuat telahmelakukan tindak pidana korupsi, KPK tidak serta merta 
langsung melakukan penyadapan begitu saja tetapi, ada yang menjadi dasar 
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang termuat dalam Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan berdasarkan pada 5 asas 
yaitu: 
1. Asas Kepastian Hukum 
2. Asas Keterbukaan 
3. Asas Akuntabilitas 
4. Asas Kepentingan Umum 
5. Asas Proporsional 
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 Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan 
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 
 Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 
tidakdiskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia 
negara. 
 Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil kegiatanharus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 
peraturan perundang-undngan yang berlaku.  
 Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.  
Proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara 
tugas, wewenang, tanggungjawab, dan kewajiban .
46
 
Penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak bisa dikatakan sebagai 
sebuah pelanggaran hukum terhadap hak seseorang  sebelum ada aturan 
yang secara spesifik yang mengatur hal tersebut. Penyadapan baru dianggap 
sebagai sebuah  pelanggaran terhadap hukum apabila penyadapan itu 
dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki wewenang, contohnya dalam hal 
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ini seorang pejabat KPK yang melakukan penyadapan tetapi bukan seorang 
penyidik yang memeriksa suatu perkara.  
2. Kedudukan dan Peran Dewan Pengawas KPK Menurut Pasal 37 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi  
 Dewan Pengawas KPKdibentuk berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
UndangNomor 30 Tahun 2002. Pasal 37A ayat (1) menyatakan bahwa, 
rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi 
PemberantasanKorupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. 
 Sesuai ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi tugas dan 
wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas, serta 
Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa salah satu tugas Dewan 
Pengawas KPK adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang 
Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dapat dikatakan kedudukan Dewan 
Pengawas KPK adalah sebagai pengawas KPK.
47
 
 Peran Kewenangan yang dimilikoleh Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagai penyidik tindak pidana korupsi adalah kewenangan 
untuk melakukan penyadapan. Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jauh lebih istimewa dibandingkan 
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dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, 
seperti kepolisian, dan kejaksaan.
48
 
a. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas 
 Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK diatur di dalam 
Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu sebagai 
berikut: 
1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenaang KomisiPemberantasan 
Korupsi; 
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, 
penggeledahan, dan/atau penyitaan; 
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi; 
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai 
adanya dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-
undang ini; 
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi;dan 
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6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi 




b. Kedudukan Dewan Pengawas Berdampak Pada Pelemahan KPK 
Kedudukan dewan pengawas KPK dalam Pasal 37A ayat (1) 
dengan kewenangannya sebagaimana di jelaskan sebelumnya, maka hal 
iniberdampak terhadap pelemahan pelaksanaan KPK dalam memberantas 
tindak pidana korupsi. Oleh karena itu ada poin penting yang menjadi 
catatan dengan hadirnya dewan pengawas KPK, yaitu sebagai berikut: 
1. Kewenangan Pro Justice pada Dewan Pengawas KPK. 
Hadirnya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
memiliki perubahan yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan 
pemberantasan korupsi oleh KPK. Salah satu hal yang menjadi 
sorotan yaitu terkait otoritas kewenangan dewan pengawas yang 
terkesan lebih kuat dibandingkan komisioner KPK. Dimana dewan 
pengawas memiliki kewenangan salah satunya memberikan izin atau 
tidak memberikan izin penyadapan oleh KPK. Terkait kewenangan 
yang mutlak dimiliki oleh dewan pengawas tersebut menjadikan 
keberadaan KPK sangat lemah disebabkan karena KPK dalam 
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melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak independen lagi dalam 
hal pemberantasan tindak pidana korupsi.
50
 
2. Efektivitas Kinerja KPK dalam Penindakan Melemah 
 Penyadapan yang dimiliki oleh KPK merupakan salah satu 
instrumen dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi, utamanya 
pada OTT (Oprasi Tangkap Tangan). Berdasarkan data yang dimiliki 
oleh KPK menyebutkan bahwa KPK telah melakukan oprasi tangkap 
tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 423 orang, 
yangmenjadi catatan penting bahwa mulai berdirinya KPK hingga saat 
ini belum ada satupun terdakwa yang awalnya terjaring oprasi tangkap 
tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini berarti bahwa hasil 
penyadapan infromasi yang dihadirkan dalam persidangan terujisecara 
hukum. Namun dengan adanya aturan perizinan oleh dewan pengawas 
dalam revisi undang-undang KPK menjadikan penyadapan tersebut 




3. Dewan Pengawas Campur Tangan Kekuasaan 
Kekuasaan yang dimiliki oleh dewan pengawas dalam Pasal 
69A ayat (1) berpotensi mengganggu fungsi dan prinsip penegakkan 
hukum disebabkan karena ketua beserta anggotanya diangkat langsung 
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oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi dengan demikian hal ini sangat 
bertentangan langsung terhadap pemisahan kekuasaan (trias politica), 
dimana sebuah lembaga penegak hukum seperti halnya  KPK tidak 
boleh di intervensi oleh lembaga ataupun instansi lain, baik itu dalam 




3. Penyadapan KPK Tanpa Izin Dewan Pengawas 
Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang 
terdapat dalam undang-undang KPK Pasal 12A ayat (1) mengatakan bahwa 
KPK di dalam melakukan penyadapan terhadap terduga kasus tindak pidana 
korupsi perlu melalui izin dari dewan Pengawas. Menurut Mahkamah 
Konstitusi menyebutkan bahwa Pasal terkait penyadapan KPK bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat. 
 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-
XVII/2019, maka MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 Pasal 12A ayat (1) KPK dalam melakuka penyadapan terhadap 
terduga pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu meminta izin ke dewan 
pengawas.  
 Dalam putusan MK tersebut diputusakan disebakan lantaran dewan 
pengawas bukan merupakn aparatur penegak hukum. Menurut salah satu 
hakim MK yaitu Aswanto menilai bahwa dengan izin dewan pengawas 
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kepada KPK dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk campur 
tangan terhadap aparatur penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan 
fungsi diluar penegakkan hukum. Selain itu dengan adanya izin dewan 
pengawas akan memperhambat kewenangan KPK di dialam melakukan 
penyadapan dan bahkan akan terjadi tumpang tindih dalam penegakkan 
hukum. Namun menurut MK, KPK dalam melakukan penyadapan perlu 
memberitahukan saja kepada dewan pengawas, karena kwenangan 
pemberian izin merupakan bagian dari ttindakan yudisial sedangkan dewan 
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BAB III 
Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 
A. Penyadapan KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia. 
Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia menyatakan pengertianhak asasi manusia adalah seperangkat 
hak yang melekat pada hakikatdan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan 
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
54
 
Berdasarkan Pasal tersebut diatas, hak asasi manusia merupakan hak 
yang dimiliki oleh setiap manusia karena semata-mata ia adalah manusia, 
bukan karena diberikan oleh Pemerintah ataupun masyarakat setempat, 
melainkan semata-mata merupakan hak martabatnya sebagai manusia. 
Secara umum, hak-hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi 
beberapa bagian yaitu antara lain: 
1).Hak-hak asasi pribadi atau (personal rights) yang meliputi antara 
lain, kebebasan menyatakan argumen atau pendapat, kebebasan 
memeluk agama, kebebasan memilih dan lain sebagainya. 
2). Hak-hak asas ekonomi atau (property rights) merupakan hak 
membeli, memiliki dan menjual sesuatu serta memanfaatkannya. 
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3).Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam 
hukum dan Pemerintahan atau yang sering disebut sebagai equality 
before the law. 
4). Hak-hak asasi politik atau (political rights)merupakan hak untuk 
ikut andil di dalam Pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, 
hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya. 
5). Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau (social and culture 
rights), contohnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan 
kebudayaan, dan lain sebagainya. 
6). Hak-hak asasi untuk mendapatan perlakuan tata cara peradilan dan 
perlindungan atau yang sering disebut sebagai procedural rights, 
contohnya peraturan dalam hal penggeledahan, penangkapan dan 
lain sebagainya. 
Bila dilihat berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia, penyadapan 
KPK dapat golongkan sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia lebih terkhusus kepada hak asasi pribadi atau personal righst.
55
 Yang 
dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia disini, berdasarkan Pasal 1 
Butir (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat 
negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara 
melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak 
asasi manusia seseorang atau sekelompokorang yang dijamin oleh undang-
                                                             
55
Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, Penyadapan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal 




undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 




Hak pribadi atau (personal rights)merupakan bagian dari hak asasi 
manusia dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dan keleluasaan pribadi. Hak 
pribadi tersebut diatur di dalam Pasal 12 Declaration of Human Rights dan 
Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights yang 
menyatakan bahwa: No one shaal be subjected to arbitrary interference with 
his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour 
and reputation. Everyonehas the right to be protection of the law against such 
interference or attacks. yang artinya: Tidak ada yang akan ditundukkan untuk 
gangguan sewenang-wenang dengan privasinya, keluarga, rumah atau 
korespondensi atau kepada menyerang kehormatan dan reputasinya. Setiap 




Di Indonesia, hak pribadi atau privasi diatur di dalam konstitusipada 
Bab XA perubahan keduaUndang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945 dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:  
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk 
memperoleh, memiliki, menyimpan mengelolah dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 
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“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan 
kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasannya serta 
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 




Kemudian jika dilihat Pasal 21Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: “Setiap orang berhak atas keutuhan 
kehidupan pribadinya, baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak boleh 
menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya”. Demikian pula Pasal 14 
undang-undang HAM mengatur bahwa: Setiaporang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
59
 
B. Penyadapan KPK Dapat dilakukan Sebagai Bentuk Pembatasan Hak 
Asasi Manusia dengan Syarat Tertentu 
Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 
28I ayat (1) dinyatakan bahwa hak untuk hidup,hakuntuk tidak disiksa,hak 
untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia 
yang tidakdapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pernyataan serupa juga 
disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia. 
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Hak-hak asasi manusia yang tidak dapat untuk dikurangi dengan 
keadaan apapun sebagaimana uraian diatas dapat dikelompokkan sebagai non-
derogable rights lawan dari kata derogable rightsyang artinya suatu hak asasi 
manusia yang boleh dikurangi pemenuhannya dengan keadaan tertentu.
60
 
Berdasarkan penjelasan diatas tentang apa saja hak-hak asasi manusia 
yang tidak dapat dikurangi dengan keadaan apapun (non-deroggable rights), 
maka hak pribadi (rights of privacy), termasuk di dalamnya hak penyadapan, 
bukan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun. Hal ini berarti bahwa hak pribadi seseorang dapat dikurangi 
pemenuhannya dalam keadaan tertentu (derogable rights). 
Penyebutan hak pribadi (rights of privacy) sebagai derogable rights 
adalah hak asasi manusia yang boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan 
tertentu antara lain pertama disebutkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 5/PUU-VII/2010 yang menjelaskan bahwa penyadapan memang 
merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak pribadi (rights of privacy) 
yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hak pribadi 
merupakan bagian dari pada hak asasi manusia yang dapat dibatasi, namun 
pembatasan atas hak pribadi tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang-
undang, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945.
61
 Kedua penyadapan dapat dibolehkan dalam konteks kehidupan 
bermasyarakat, berbangasa dan bernegara. Dalam konteks ini penyadapan yang 
dilakukan oleh KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
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tergolong kedalam kejahatan luar biasa yang telah mengakar dan menggurita 
baik di kalangan pejabat, penyelenggara negara dan swasta.
62
 
Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut nampak bahwa pembatasan 
mengenai hak pribadi dapat dilakukan, karena hak pribadi merupakan hak asasi 
manusia yang dapat dibatasi. Namun pembatasan terhadap hak pribadi 
seseorang tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh siapapun harus 
memenuhi persyaratan tertentu antara lain adalah pembatasan terhadap hak-hak 
asasi manusia tersebut dapat dilakukan berdasarkan undang-undang sesuai 
dengan amanat Pasal 28J ayat (2).
63
 
Selain itu penyadapan dalam Peraturan Perundang-undangan memang 
secara tegas dilarang.Namun dalam hal ini penyadapan oleh KPK dapat 
dikecualikan dalam rangka penegakkan hukum sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.Oleh karena itu KPK sebagai lembaga penegak hukum dibolehkan 
untuk melakukan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 
Jadi dengan demikian penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam 
mengungkap kasus tindak pidana korupsi tidak dapat dikatakan melanggar hak 
asasi manusia. Penyadapan dikatakan dapat melanggar hak asasi manusia 
manakalah dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus diluar 
penegakkan hukum dan tidak di dalam undang-undang.  
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN PENYADAPAN 
OLEH KPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 
 NOMOR 19 TAHUN 2019 
A. Tinjaun Umum Terhadap Penyadapan KPK  
1. Sejarah Penyadapan KPK 
Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mulai ada sejak 
lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi. KPK sendiri resmi dibentuk pada tanggal 29 
Desember 2003 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkanundang-undang 
tersebut dijelaskan bahwa KPK dibentuk karena lembaga Pemerintah yang 
menangani kasus korupsi belum berfungsi secara efektif di dalam 
memberantas tindak pidana korupsi. 
Adapun latar belakang dibentuknya lembaga KPK adalah karena 
pasca reformasi penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana 
korupsi yang dilakukan secara konvensional mengalami hambatan. Untuk 
itu diperlukansuatu cara penegakan hukum secara luar biasa melalui 
pembentukan badan khusus yang mempunyai wewenang luas, independen 
serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak 
pidana korupsi, yang dalam pelaksanaanya dilakukan secara efektif, intensif, 
dan professional serta berkesinambungan.
64
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2. Pengertian Penyadapan 
Penyadapan atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah 
“bugging” didefinisikan sebagai “a form of electronic surveillance by which 
conversations may be electronically intercepted, overheard, or recorded, 
usu. Covertly; eavesdropping by electronic means” atau terjemahannya 
yaitu suatu bentuk pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau 
kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, 
biasanya dengan diam-diam, mendengar diam-diam dengan perangkat 
electronik. Adapula yang mengistilahkan penyadapan dengan 
eavesdropping yaitu “the act of secretly listening to the private conversation 
of others without their consent”. Yang artinya tindakan mendengar 




 Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik Pasal 31 mengatur tentang:  
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer 
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain. 
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan intersepsi atau transmisi Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, 
ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan adanya 
perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang 
ditransmisikan.  
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Dalam Pasal ayat (1) dan (2) diatas tidak di perbolehkan untuk 
melakukan penyadapan atau intersepsi, tetapi ada pengecualian dalam ayat 
(3) bahwa penyadapan atau intersepsi yang dilakukan dalam rangka 
penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, atau institusi 
lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang dan 
pengaturanlebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat dibolehkan.
66
 
Tindakan penyadapan yang dilakukan dalam mengungkap kasus 
tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana umum, hal ini 
disebabkan karena tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak 
pidanakhusus. Karakteristik dari tindak pidana khusus salah satunya adalah 
terorganizir. Oleh karena itu dibutuhkan cara yang khusus pula dalam 
mengungkap tindak pidana tersebut melalu kegiatan penyadapan.
67
 
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyadapan KPK 
Mahkamah Konstitusi melalui kewenagangnnya menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, beberapa 
kali mengeluarkan putusan terkait dengan Penyadapan. Adapun Putusan 
berikut Pertimbangannya adalah sebagai berikut: 
a. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-I/2003.  
Putusan Mahakamah Konstitusi di atas merupakanPermohonan 
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
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Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dimana 
permohonan Pengujian tersebut diajukan oleh Komisi Pemeriksa 
Kekayaan Penyelenggara Negara dan sejumlah perorangan warga negara 
Indonesia. 
Para Pemohon menyatakan bahwa kewenangan yang dimilik oleh 
KPK dalam melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan  
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang- Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jelas bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang 
menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa 
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi”.  
Penerapan Pasal 12 ayat (1) huruf a tersebut tanpa ada 
pembatasan, kriteria dan kualifikasi tentang kapan dimulai terhadap siapa 
saja dan kaitan perkara apa saja serta bagaimana jaminan kerahasiaan 
dari KPK terhadap hasil pembicaraan yang disadap dan direkam, telah 
mengganggu rasa aman, perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, 
martabat, dan harta benda dari setiap anggota masyarakat, karena setiap 
waktu terancam oleh perbuatan penyadapan dan merekam pembicaraan 
yang dilakukan oleh KPK tanpa adanya pembatasan yang jelas dari 




tidak adanya pembatasan/ proteksi dan kriteria atau kualifikasi tentang 
kapan dimulainya penyadapan dan  rekaman pembicaraan dan terhadap 
siapa saja penyadapan dan rekaman itu dapat dilakukan serta sejauh 
mana jaminan hasil sadapan dan rekaman itu tidak disalahgunakan untuk 
pemerasan dan tujuantujuan negatif lainnya hal itu telah sangat 
mengganggu rasa aman dan perlindungan diri pribadi setiap anggota 
masyarakat pada umumnya dan khususnya setiap penyelenggara, baik di 
bidang Eksekutif, dan Legislatif maupun penyelenggara Negara di bidang 
Yudikatif serta penyelenggara bidang lainnya.  
Terhadap permohonan tersebut, maka MK mengatakan bahwa 
kewenangan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) 
huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah konstitusional. 
MK menjelaskan hak pribadi (privacy rights) bukanlah bagian dari hak-
hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan, sehingga negara boleh 
melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan 
berdasarkan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat 
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Selain itu MK menyatakan, “untuk mencegah kemungkinan 
penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman 
Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan 
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Jadi dengan demikian berdasarkan pertimbangan Mahkamah 
Konstitusidiatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya 
memang sangat dibutuhkan sebuah peraturan yang mengatur lebih 
khusus terhadap prosedur serta tata cara KPK dalam melakukan 
penyadapan sehingga hak privasi seseorang tidak terganggu. Dimana 
peraturan tersebut yang nantinya menjadi payung hukum terkait aturan 
standar dalam proses melakukan penyadapan. Meski saat ini penyadapan 
diatur di masing-masing undang-undang tertentu, contohnya undang-
undang KPK dan undang-undang terorisme.Untuk mengantisipasi hal 
tersebut maka diperlukan adanya keseragaman pengaturan dalam 
melakukan penyadapan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan 
kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. 
b. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012- 016- 
019/PUU-IV/2006.  
Permohonan putusan Mahkamah Konstitusi diatas diajukan oleh 
Mulyana Wirakusumah serta sejumlah perorangan warga negara 
Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Para 
Pemohon menyatakan hak Pemohon selaku warga negara untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia 




dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK telah 
melakukan penyadapan terhadap hubungan telekomunikasi Pemohon dan 
bahkan sampai menghadirkannya dalam persidangan.  
Menurut Pemohon adanya kewenangan KPK melakukan 
penyadapan dan merekam pembicaraan nyata-nyata telah digunakan 
sebagai sarana untuk mengumpulkan bukti secara tidak adil karena bukti 
tersebut berasal dari Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal 
tersebut menurut pemohon dianggap melanggar asas non self 
incrimination yang berlaku secara universal, dimana tidak seorangpun 
dapat dipaksa/diwajibkan memberi bukti-bukti yang dapat memberatkan 
dirinya dalam suatu perkara pidana Lebih jauh, berlakunya Pasal 12 ayat 
(1) huruf a undang-undang KPK telah memberikan sarana kepada KPK 
dalam mempersiapkan suatu pola yang mengarah pada penjebakan. 
Dimana KPK sebagai pihak yang telah memperoleh informasi dari hasil 
penyadapan, dapat menstimulasi pihak-pihak lain untuk mengarahkan 
Pemohon pada tindak pidana yang telah ditargetkan sebelumnya. 
Dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa: 
“Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk mengingatkan kembali 
bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-
I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan 
merupakan pembatasan hak asasi manusia, dimana pembatasan demikian 




ayat (2) UUD 1945. Undang-undang itulah yang selanjutnya harus 
merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah 
penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah 
penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan 
setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, hal ini berarti bahwa 
penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat 
bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah 
dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai 
dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur 
dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang 
yang melanggar hak asasi manusia.
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Jadi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas dapat 
ditarik sebuah kesimpulan bahwa penyadapan dan perekaman 
pembicaraan merupakan suatu pembatasan hak asasi manusia yang hanya 
boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Penyadapan KPK dapat 
dilakukan apabila telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sesuai 
dengan KUHP, hal ini berarti penyadapan dilakukan bertujuan untuk 
melengkapi alat bukti atau bahkan justru penyadapan dan perekaman 
pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan 
yang cukup. Oleh sebab itu  prosedur dan mekanisme penyadapan harus 
diatur dengan undang-undang. 
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B. Tinjaun Hukum Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh 
KPK 
1. Penyadapan KPK dalam Hukum Islam 
Penyadapan merupakan serangkain tindakan penyidik dengan 
menggunakan jaringaan komunikasi untuk mengetahui adanya suatu tindak 
pidana yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik 
disebutkan bahwa penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, 
merekam, membelokkan , mengubah, menghambat, dan/atau mencatat 
transmisi Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak 
bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun 
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
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 KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas tindak 
pidana korupsi, diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan atau 
yang sering disebut spionase. Kata spionase sendiri berasal dari bahasa 
belanda yang memiliki makna yaitu:  Merekam pembicaraan untuk mencari 
informasi secara diam-diam, memata-matai tingkah laku seseorang, serta 
mengawasi pembicaraan seseorang denganmenggunakan alat komunikasi 
yang diduga melakukan suatu tindak pidana lalu menyebarkannya. 
 Dalam hukum Islam tindak pidana penyadapan tidak ditemukan, 
akan tetapi tindak pidana penyadapan termasuk dalam kategori memata-
matai (spionase). Berdasarkanteori ilmu ushul fiqhi dimana bila suatu 
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hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan dengan 
metode qiyas. Qiyas adalah menyamakan sesuatu hukum dengan peristiwa 
yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki 
nash hukum. 
 Dalam Islam sendiri kegiatan memata-matai disebut dengan istilah 
tajassus. Dimana tajassusitu sendiri secara bahasa انجُطؤ شatau انجِطٛص 
atau انجطىص berasal dari kata   َُّٚجص   -جص  yang berartimenyelidiki atau 
memata-matai.
71
 Adapun makna tajassus secara istilah sebagaimana yang 
dikatakan oleh Mustafa al-Maragi di dalam tafsirnya adalah memata-matai 
yaitu mencari keburukan-keburukan serta membuka hal yang ditutupi oleh 
orang. Tajassus sendiri lebih kepada mencari-cari berita dengan 
menggunakan indra telinga dan mata. Hal Ini berbeda dengan penyadapan 
yang mencari berita dengan menggunakan alat komunikasi karena pada 
zaman dahulu belum adanya alat komunikasi yang digunakan.
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 Dari penjelasan diatas terdapat kesamaan illat yang mendasari 
kegiatan tajassus dan penyadapan dapat di Qiyaskan (disamakan), yaitu 
sebagai berikut:  
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1. Tajassus dan penyadapan sama-sama merupakan kegiatan 
memata-matai untuk mendapatkan informasi  
2. Tajassus dan penyadapan sama-sama merupakan suatu bentuk 
mengawasi pembicaraan seseorang dengan diam-diam atau secara 
sembunyi-sembunyi. 
3. Tajassus dan penyadapan sama-sama merupakan suatu kegiatan 
untuk mencari tau aib atau kesalahan seseorang lalu 
menyebarkannya. 
 Kegiatan tajassus atau mematai-matai dalam hukum Islam sangatlah 
dilarang karena akan berdampak pada perpecahan antara sesama umat 
muslim, hal ini disebabkan karena kegiatan ini bertujuan untuk 
mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap orang 
kurang percaya dengan orang lain.
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 Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasanya penyadapan atau 
tajassus itu bertujuan untuk mendapatkan informasi rahasia dari 
pembicaraan seseorang yang termasuk kedalam kegiatan memata-matai. 
Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S Al-Hujurat ayat 12: 
ٰٓآٌََُّا ََل  ٌ  َٔ ا  ْٕ ُس ََل تََجسَّ َّٔ ٍِّ اِْثٌى  ٌَّ تَْعَض انظَّ  اِ
ٍِِّّۖ ٍَ انظَّ ًٍْشا يِّ ا َكثِ ْٕ َيُُٕا اْجتَُِثُ ٍَ ا  ٌْ  انَِّز
  َ
اتَّقُٕا ّللّا  َٔ   ُِ ْٕ ًُ ْتُ ٍْتًا فََكِش ِّ َي ٍْ ٌْ ٌَّأُْكَم نَْحَى اَِخ  ٌَْغتَْة تَّْعُضُكْى تَْعًضا  اٌَُِحةُّ اََحُذُكْى اَ
ٌٍْى   ِح اٌب سَّ َّٕ َ تَ
ٌَّ ّللّا    ٢١ -اِ
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“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu 
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu 
yang menggunjing sebagian yang lain. Apakahada di antara kamu 
yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?Tentu 
kamumerasa jijik.Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 




Nabi Muhammad SAW bersabda: 
 
ًِّ َصهَ  ٍْ انَُّثِ ٌَْش جَ َع ًْ َُْش  ٍْ أتُ ٍّ َع ٍِ ُيَُثِّ اِو ْت ًَّ َْ ٍْ َٔ َسهََى قَ  ىَع  ِّ ٍْ لَ  اّللاُ َعهَ  
ٌَّ انظَّ   ٍَّ فَاِ  َٔ انظَّ َٔ َلَ اٌَِّا ُكْى  َٔ َلَ  ٍَّ أْكَز ُب اْنَحِذ ٌِث  ا تََجسَُّسٕا ا تََحسَُّسٕ ا   
َلَ   َٔ َلَ  َٔ َلَ  ا تََحا َسُذ ٔ ا  َٔ َٔ ُكٕ َُٕ ا ِعثَا َد ّللاِ  ا تََذاتَُشٔا ا تَثَا َغُضٕ ا   
َٕ ا ًَ  إ ي{اْا نثخا سا } سْٔخ  
Artinya:  
“Dari Hamman bin Munabbih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka 
adalah perkataan yang paling dusta, jangan saling mendengki dan 
jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi 





Dalam penjelasan ayat Al-Quran dan Hadist diatas, apabila 
kegiatan penyadapan dan tajassus dapat di qiyaskan maka ditarik 
kesimpulan bahwa kegiatan tersebut di larang dan diharamkan untuk 
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2. Hukum Penyadapan dalam Islam 
Hukum penyadapan atau tajassus di dalam Islam bergantung 
kepada situasi dan kondisinya. Dimana Ulama Fiqih sendiri membagi 
hukum tajassus atas tiga perkara yakni: 
1. Haram 
2. Wajib  
3. Boleh. 
Pertama, kegiatan tajassus dapatdiharamkan karena kegiatan 
tersebut merupakan sebuah kegiatan dalam mencari kesalahan dari kaum 
Muslim secara sembunyi-sembunyi sehingga aib dari kaum Muslim 
tersebut dapat diketahui.  Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah 
Al-Hujurat ayat 12 yang secara rinci menjelaskan bahwa seseorang 
beriman kepada Allah dilarang untu berburuk sangka dan melakukan 
penyadapan terhadap seseorang karena hal tersebut merupakan perbuatan 
yang tergologn ke dalam dosa besar.  
Kedua, menurut Ibnu Majasyun pernah berkata bahwa kegiatan 
tajassus dapat diwajibkan apabilaseorang yang diduga kuat telah 
melakukan pencurian maka kita dituntun untuk dapat berprisangka 
kepadanya. Oleh karena itu, hendaklah kita berprisangka terhadap 
perbuatan seseorang tersebut dengan cara tajassusatau penyadapan dan 
mengikuti pemberitahuan mereka.Selain itu kegiatan tajassusjuga pernah 
dilakukan oleh rasulullah terhadap kaum kafir harbi (seorang kaum kafir 




Daulah Khilafah( Negara Islam atau Pemerintahan Islam) baik kafir harbi 
yang berada di dalam Daulah Khilafah Islamiyyah maupun yang berada di 
negaranya sendiri. Dalilnya adalah riwayat yang disebut dalam Sirah Ibnu 
Hisyam, bahwa Nabi Muhammad saw pernah mengutus Abdullah bin 
Jahsiy bersama 8 orang dari kalangan Muhajirin. Lalu kemudian 
Rasulullah saw memberikan sepucuk surat kepada Abdullah bin Jahsyi dan 
beliau menyuruhnya agar tidak melihat isinya. Ia boleh membuka surat 
tersebut setelah berjalan kira-kira dua hari lamanya. Setelah itu mereka 
bergegas pergi. Setelah menempuh perjalanan selama dua hari barulah 
Abdullah bin Jahsiy membuka surat dan membaca isinya. Isi surat tersebut 
berbunyi, “Jika engkau telah melihat suratku ini, berjalanlah terus hingga 
sampai kekebun kurma antara Mekah dan Tha‟if,lalu  intiplah orang-orang 
Quraisy dan khabarkanlah kepada kami berita tentang mereka.  
Dalam surat itu, Rasulullah saw memerintahkanAbdullah bin 
Jahsyi untuk mengintip orang-orang Quraisy dan mengkhabarkan berita 
tentang mereka kepada Rasulullah saw. Akan tetapi beliau memberikan 
pilihan kepada para sahabat lain untuk mengikutiAbdullah bin Jahsyi atau 
tidak. Namun Rasulullah saw mengharuskan Abdullah bin Jahsyi untuk 
terus berjalan hingga sampai ke kebun kurma antara Mekah dan Tha‟if. 
Dalam Riwayat ini mengatakan bahwa Rasulullah saw telah meminta 








Ketiga, dalam forum Nahdatul Ulama yang digelar di Auditorium 
Fakultas Syariah  wal Qanun Universitas Al-Ahgaff  Tarim, dimana dalam 
forum tersebut mengangkat  tema platform menuju Indonesia yang lebih 
bersih dan bermanfaat yang membahas sejumlah persoalan-persoalan yang 
berkenaan dengan dengan isu-isu seputaran korupsi di Indonesia, 
terkhususnya terkait lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  
Diantaranya adalah bagaimana hukum penyadapan dan perekaman 
para terduga korupsi yang dilakukan oleh KPK, setelah melalui perdebatan 
yang cukup cukup panjang , maka diputuskan bahwa penyadapan 
dilakukan oleh  KPK dalam rangka untuk mengakomodir bukti-bukti 
penanganan tindak pidana korupsi maka hukumnya dapat diperbolehkan. 
Alasannya, karena demi menjaga keselamatan umum,meskipun 
menimbulkan mafsadah (kejahatan) kepada pihak tersangka karena 
kemaslahatan umum lebih diutamakan ketimbang kemaslahatan Korupsi 
menurut hukum Islam, bersifat pesonal.Hal ini berdasarkan sebuah kaidah; 
al-maslahah al-ammanah tuqqodam „ala al-mashlahah al-kossoh.
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 Al-maslahah Maslahah memiliki banyak banyak pengertian antara lain: 
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a. Menurut Imam Al-Ghazalial-maslahah adalah suatu gambaran untuk 
meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan. Tetapi bukan itu 
yangdimaksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan 
kemudaratan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam 
mencapai maksudnya.Namun yang dimaksud dengan al-maslahahialah 
memelihara tujuan-tujuan syara. 
b. Imam Al-Khwarzimi Memelihara tujuan syara dengan cara 
menghindarkan kemafsadahan (kerusakana) dari manusia.  
Selain itu dalam apabila ada 2 pokok perkara yang sama-sama 
memiliki mafsadah (kerusakan) maka cara penerapannya menggunakan 
kaidah Qawaidul fiqiyah. Dimana Kaidah Qawaidul fiqiyah tersebut 
berbunyi:  
َو اْْلَ  فَا ِسُذ قُذِّ ًَ ِت اْن ًَ إَِرا تََزا َح َٔ َو اْْلَْعهَى ِيَُْٓا  َصا نُِح قُذِّ ًَ ِت اْن ًَ إَِرا تََزا َح
َُْٓا  َخفُّ ِي
Artinya:  
Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat 
yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan.Dan jika 
ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, 
maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. 
 
Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan 
yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan 




Karena pada kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan 
dan lebih dicintai oleh Allah swt.
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Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan 
dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan 
lagi., contohnya apabila seseorang tersesat di dalam hutan, dimana di 
hutan tersebut ia tidak mendapatkan makanan selain hewan (babi). 
Secara umum dalam hukum Islam memakan babi termasuk haram 
dan dosa besar.Di sini nampak ada dua mafsadat 
(kerusakan).Mafsadat pertama, diri bisa binasa (mati).Mafsadat 
kedua, memakan bangkai.Ketika bertabrakan dua mafsadat semacam 
ini, maka yang ditinggalkan adalah maslahat yang lebih besar dan 




Tasarruf imam ala al-ra‟i ah manutun bi al-maslahah, 
dalam mengenai kaidah ini, terdapat dua kata yang saling terkait, 
yang pertama yaitu tasharrul imam ( kebijakan pemimpin) dan yang 
kedua adalah al maslahat (maslahat). Namun dari dua hal tersebut 
terdapat kata kunci yang menentukan arah dari konsep kebijakan 
tersebut, yakni maslahah. Oleh sebab itu, hal pokok yang menjadi 
kajian dalam permasalahan ini adalah bagaimana sebenarnya konsep 
maslahat, dimana maslahat inilah yang nantinya akan membawa dan 
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mengantarkan kepada sebuah munculnya kebijakan yang akan dibuat 
oleh seorang pemimpin. Ketika kita memperhatikan kaidah diatas 
dengan cermat yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin 
terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan umat. Hal ini 
berarti bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam 
memberantas korupsi boleh dilakukan karena hal tersebut merupakan 




Berdasarkanpenjelasan diatas maka kegiatan tajassus dapat 
dilakukan dalam keadaan terpaksa atau mendesak dan hal ini telah 
disampaikan oleh Ibnu Majusyun.Selain itukemaslahatan individu 
dan masyarakat serta perwujudan tujuan-tujuan syar‟i telah 
mewajibkan pemberian kepada sebagian individu hak melakukan 
perbuatan yang asalnya dilarang bagi semua orang. Jika suatu 
perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan untuk mewujudkan 
kemaslahatan tertentu, secara logika hal itu untuk mewujudkan suatu 
kemaslahatan, dimana pembolehan yang dilarang itu mewujudkan 
kemaslahatan itu. 
Sehingga kegiatan penyadapan atau tajassus yang dilakukan 
oleh KPK dapat dibolehkan dengan beberapa aturan yaitu: 
a.  Kegiatan tajassus dapat dibolehkan dan dapat diwajibkan asalkan 
terdapat wajhul aqwa (alasan yang sangat kuat) dalam hal 
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penegakkan amar ma‟ruf nahi munkar (menegakkan yang benar 
dan melarang yang salah) . 
b. Kegiatan tajassus dapat dibolehkan untuk menjerat pelaku tindak 
pidana terkhususnya tindak pidana korupsi dan bahkan wajib jika 
tidak ada cara lain dalam membuktikan bahwa seseorang itu telah 
melakukan tindak pidana korupsi.  
c. Kegiatan tajasusus yang dilakakukan oleh KPK secara aturan 
hukum itu dapat dibolehkan karena hal itu merupakan bagian dari 
pada tugas dan kewenangannya dalam memberantas tindak pidana 
korupsi. Seperti halnya kepolisian juga diberikan kewenangan 















A.  Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Prosedur penyadapan yang dilakukan oleh KPK sebelumnya berpedoman 
kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa 
KPK diberikan kewenangan melakukan penyadapan dalam memberantas 
tindak pidana korupsi. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur 
batasan secara rinci terkait penyadapan KPK. Sehingga penyadapan KPK 
tersebut di ubah kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019  bahwa 
penyadapan boleh dilakukan dan dilindungi, namun penyadapan yang 
terdapat dalam undang-undang tersebut ubah menjadi, penyadapan 
dilakukan apabila mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sesuai 
amanat dalam Pasal 12A ayat (1).  
2. Secara umum penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 
tentang HAK Asasi Manusia sangatlah dilarang, hal ini disebabkan karena 
penyadapan dapat melanggar hak privacy seseorang. Dimana dalam 
undang-undang HAM tersebut mengatakan bahwa hak  asasi manusia 
merupakan hak asasi yang tidak dapat di ganggu gugat. Namun yang perlu 
dipahami bahwa yang namanya hak asasi bukan berarti tidak ada batasan 




3. dalam undang-undang Sebagaiman dijelaskan dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 28J. 
4. Dalam hukum Islam kegiatan penyadapan (tajassus) yang dilakukan oleh 
KPK hukumnya haram dan sangat dilarang, sebagaimana yang terdapat  
didalam Al-Qur‟an surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya: “Wahai orang-
orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya 
sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan 
orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian 
yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha 
Pen a ang”.Namun ada pengecualian dalam ayat tersebut bahwa 
penyadapan (tajassus) boleh dilakukan dalam penegakkan Amar Makruf 
Nahi Munkar. Jadi penyadapan yang dilakukan oleh KPK boleh dilakukan 
terhadap seseorang apabila telah adanya indikasi kuat sesuai dengan aturan 
untuk menegakkan hukum Allah. 
B. Saran  
1. Terkait prosedur penyadapn KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019, penulis berdalih bahwa revisi undang-undang tersebut perlu 
dilakukan suatu pembenahan kembali karena didalam aturan Pasal 
terkhususnya dalam hal penyadapan KPK secara umum tidak sesuai dengan 
teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia dan bahkan akan merusak 




2. Terkait pengaturan penyadapan KPK dalam memberantas korupsi 
sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi seharunya diatur khusus. Sebagaimana 
dengan undang-undang lain yang mengatur terkait hal penyadapan, 
pengaturan tersebut haruslah diseragamkan agar tidak terjadi tumpang 
tindih terhadap pelanggaran hak asasi manusis dalam pemberantasan tindak 
pidana terkhususnya tindak pidana koruspi yang dilakukan oleh KPK saat 
ini.  
3. Pengaturan dalam hukum Islam yang melarang sebuah lembaga melakukan 
penyadapan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana 
seharunya menjadi perhatian oleh Pemerintah terkhususnya kementrian 
agama. Disebabkan karena penyadapan disini bertujuan untuk mengetahi 
secara terang benerang bahwa seseorang telah melakukan suatu 
tindakpidana. Jadi dalam ini pengaturan penyadapan yang dilarang oleh Al-
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salah satu siswa terbaik pada tahun 2015 dan 2016. Setelah lulus di SMA pada 
tahun 2017, penulis langsung melanjutkan pendidikan di Program Studi Hukum 
Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. 
Semasa kuliah penulis selalu mendapatkan peringkat 2 dan 3 hingga selesai.  
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